LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 15 2005 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GARUT

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA’ALA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan dan mengatur
pembangunan di  Kabupaten Garut agar
berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan
berkelanjutan serta untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat guna tercapainya visi
dan misi daerah, maka perlu adanya kebijakan
dalam  Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Garut;
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Mengingat

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas,

berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, maka Tata Cara Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah perlu diatur
dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3501);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699);
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8.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3854) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)
sebagamana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4289);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 76,
Tambahan lembaran Negara Nomor 4410);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996
tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta
Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat
Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun
1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3660);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165)

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4028);
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001
tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001
tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004;

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24
Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25
Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan
Kabupaten Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran
Daerah Tahun 2000 Nomor 39);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 35
Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten
Garut Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun
2001 Nomor 97);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun
2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten
Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun
2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23);
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38.

39.

40.

41.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun
2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor
24);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun
2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004
Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11
Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi
Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah
Tahun 2004 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

Menetapkan

dan
BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN GARUT.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Garut.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Garut dan beserta perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Garut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerabh.

Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Garut.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Garut.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber-sumber daya yang tersedia.

Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua unsur
masyarakat Kabupaten Garut dalam rangka mencapai visi dan misi
daerah.

Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Garut adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah yang
dilaksanakan oleh unsur pemerintah dan masyarakat di Kabupaten
Garut.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode 20 (dua puluh) tahun.



NO. 15 2005 SERI E

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya
disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan satuan kerja
perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut (RKPD),
adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten untuk periode 1
(satu) tahun.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah /tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk
mencapai tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran
atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh satuan kerja
perangkat daerah.

Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan
rencana kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan
rencana kerja terpadu antar satuan kerja perangkat daerah mengenai
suatu atau beberapa wilayah atau kawasan.
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22.

(1)

(2)

(3)

(4)

10

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disebut Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah, terdiri dari Musrenbang
Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah dan
Musrenbang Tahunan Daerah.

BAB Il
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi
dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan
menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan
tanggap terhadap perubahan.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah,
diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib
penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum, keterbukaan,
proporsionalisme dan akuntabilitas.

Penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bertujuan untuk :
a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar
wilayah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

c. menjamin Kketerkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
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(1)

(2)

3)

(1)

(2)

BAB Il

RUANG LINGKUP PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan
perencanaan makro semua fungsi pemerintahan daerah, yang
meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah
Pemerintahan Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara
terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menghasilkan :

rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);

rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);

rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);
rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD);
rencana pembangunan lainnya.

~ 0o Q0T

Pasal 4

RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang
mengacu pada RPJP Nasional.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala
daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan
memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan
daerah, strategi pembangunan daerah, kerja perangkat daerah, dan
program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

11
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3)

(1)

(2)

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP,
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.

Pasal 5

Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada
RPJMD dan bersifat indikatif.

Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan
mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

Pasal 6

Rencana Pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) huruf e, disusun secara sektoral sesuai dengan kebutuhan
tertentu yang belum diwadahi oleh dokumen rencana yang telah ada.

BAB IV
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

a.

b.
c.
d

(1)
12

penyusunan rencana;

penetapan rencana,;

pengendalian pelaksanaan rencana;
evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 8

Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
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a. penyiapan rancangan awal RPJPD;
b. musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang daerabh;
c. penyusunan rancangan akhir RPJPD.

(2) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan kegiatan :
a. penyiapan rancangan awal RPJMD;

b. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah
daerah;

C. penyusunan rancangan akhir RPJMD.

(3) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
a. penyiapan rancangan awal RKPD;
b. musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang daerah;
C. penyusunan rancangan akhir RKPD.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Pertama

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 9
(1) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJPD.

(2) Rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
bahan utama bagi Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) jangka panjang daerah.

Pasal 10

(1) Musrenbang jangka panjang daerah diselenggarakan dalam rangka
menyusun RPJPD dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah dengan mengikutsertakan unsur masyarakat.

(2) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang jangka panjang
daerah.

13
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(3) Musrenbang jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum
berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.

(4) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan
hasil Musrenbang jangka panjang daerah.
Pasal 11
RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 12

Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai
penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah
dan arah kebijakan keuangan daerah.

Pasal 13

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan
Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan
berpedoman pada rancangan awal RPJMD.

(2) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan
rancangan Renstra-SKPD dan berpedoman pada RPJPD.
Pasal 14

(1) Rancangan RPJMD menjadi bahan bagi Musrenbang jangka
menengah daerah.

(2) Musrenbang jangka menengah daerah diselenggarakan dalam rangka
menyusun RPJMD  diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah dan mengikutsertakan unsur masyarakat.

(3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang jangka menengah
daerah.

14
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Pasal 15
Musrenbang jangka menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2
(dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Pasal 16
Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPIJMD berdasarkan hasil
Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Pasal 17

(1) RPIMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3
(tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

(2) Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja
perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD.
Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

Pasal 18
Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran
dari RPJMD.

Pasal 19

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada
rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD.

(2) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD
dengan menggunakan Renstra-SKPD.
Pasal 20

(1) Rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang Tahunan Daerah.

(2) Musrenbang Tahunan Daerah dalam rangka penyusunan RKPD diikuti
oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan unsur
masyarakat.

15
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(3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Daerah
untuk menyusun RKPD.

Pasal 21
Musrenbang Tahunan Daerah untuk menyusun RKPD dilaksanakan
paling lambat bulan Maret.

Pasal 22
Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil
Musrenbang Tahunan Daerah.

Pasal 23
RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Pasal 24
RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 25

(1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dilakukan
oleh masing-masing pimpinan satuan kerja perangkat daerah.

(2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan
pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan
satuan Kkerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.

Pasal 26

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja
pelaksanaan rencana pembangunan satuan kerja perangkat daerah
periode sebelumnya.
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(2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan
berdasarkan hasil evaluasi pimpinan satuan kerja perangkat daerah.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan
bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode
berikutnya.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur dengan Peraturan
Daerah.

BAB VII
DATA DAN INFORMASI

Pasal 28

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Garut disusun
berdasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.

BAB VIl
KELEMBAGAAN

Pasal 29

(1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan
pembangunan daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda.

(3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan
Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.

(4) Bupati menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
sinergi perencanaan pembangunan antar wilayah dan antar SKPD.
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BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang
telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini,
dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
dalam Keputusan Bupati.
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Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 7 Juli 2005

BUPATI GARUT,

ttd

AGUS SUPRIADI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 8 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

ttd

ACHMAD MUTTAQIEN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2005 NOMOR 15 SERI E
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